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ABSTRAK 

 

Senjata nuklir merupakan senjata penghancuran massal yang memiliki sifat unik, 

yaitu dapat mengeluarkan radiasi. Disebabkan oleh radiasi tersebut, peledakan senjata 

nuklir tidak hanya dapat secara langsung menghancurkan sekitar, namun juga 

menyebabkan masalah jangka panjang berupa penyakit serta gangguan kesehatan 

(yang dapat berdampak pada kematian), penyakit genetik; serta kerusakan cuaca, 

pertanian, dan sumber daya alam. Beberapa senjata penghancuran massal, seperti 

senjata kimia dan biologis, sudah dilarang dan diatur perlucutannnya melalui 

perjanjian tertentu, seperti Konvensi Senjata Biologis 1972 dan Konvensi Senjata 

Kimia 1993. Namun, dalam rejim hukum internasional belum ada regulasi perlucutan 

senjata nuklir, dan masih ada 5 (lima) negara yang diketahui secara yuridis sebagai 

negara yang memiliki senjata nuklir. Sementara itu, Persatuan Bangsa Bangsa yang 

bertujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia sendiri telah menyebutkan 

dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 47 Ayat (1) bahwa perlucutan senjata merupakan 

salah satu upaya menjalankan tujuan PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa juga telah 

mensponsori dibuatnya Komisi Perlucutan (―Eighteen Nation Committee on 

Disarmament”) yang kemudian menghasilkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir 1968, 

yang pada Pasal VInya mencita-citakan terjadinya perlucutan senjata nuklir. Selain 

itu, Persatuan Bangsa-Bangsa juga telah menunjukkan keinginannya akan hal tersebut 

melalui organ mereka, terutama Dewan Keamanan dan Majelis Umum, yang telah 

beberapa kali mengeluarkan Resolusi mengenai perlucutan senjata nuklir; dan 

beberapa negarapun telah mengikuti konferensi tertentu tentang perlucutan. Bahkan 

dengan semua fakta tersebut, tetap ada kekosongan hukum dalam pengaturan 

mengenai perlucutan senjata. Demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai 

urgensi pengaturan perlucutan senjata nuklir serta mengapa negara yang memilikinya 

tidak melucuti, dan apakah pengaturan perlucutan tersebut dapat mendukung terjaga 

dan terpertahankannya keamanan dan perdamaian internasional. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui jika ada urgensi untuk dibuatnya pengaturan perlucutan senjata 

nuklir sebagai senjata penghancuran massal dalam hukum internasional. 

Kata Kunci: Hukum Internasional, Senjata Nuklir, Senjata Penghancuran Massal, 

Perlucutan Senjata Nuklir. 
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ABSTRACT 

 

Nuclear weapons are weapons of mass destruction, which, uniquely, emits radiation. 

This radiation is what makes a nuclear explosion not only able to destroy its 

surroundings as an immediate effect, but also cause long-term health effects which 

can lead to death; genetic diseases; disruption of weather; as well as destruction of 

crops and other natural resources. The destruction and disarmament of weapons of 

mass destruction such as chemical and biological weapons have been regulated 

through certain convention, such as the Biological Weapons Convention 1972 

Chemical Weapons Convention 1993. There are no conventions, however, regulating 

the disarmament of nuclear weapons. In fact there are still 5 (five) countries known 

legally as nuclear weapon countries. The United Nations, as an international 

organization whose main purpose is to maintain international peace and security, in 

Article 11 Paragraph (1) and Article 47 Paragraph (1) of its charter, has stated that 

disarmament is one of the principles which may aid in the fulfillment of its goal; and 

has also sponsored the Eighteen Nation Committee on Disarmament, which then 

birthed the Nuclear Nonproliferation Treaty, which in its Article VI expresses hope 

for the creation of a treaty regarding complete disarmament. Moreover, the United 

Nations has also made effort towards disarmament through their organs, namely the 

General Assembly and Security Council, by releasing Resolutions on disarmament. 

Additionally, certain countries have also participated in conferences on disarmament. 

However, there is still no existing regulation under international law on disarmament. 

Hence, this paper will discuss the urgency for nuclear disarmament under 

international law as well as why nuclear weapon countries refuse to disarm, and if 

such regulation could support the maintenance of international peace and security. 

Furthermore, the aim of this paper is to find out if said urgency exists under 

international law. 

Keywords: International Law, Nuclear Weapons, Weapons of Mass Destruction, 

Nuclear Disarmament. 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Persatuan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut ―PBB‖) merupakan organisasi 

yang anggotanya terdiri dari 193 negara di dunia, dan mempunyai wewenang 

mengambil tindakan terhadap persoalan yang berkenaan dengan kemanusiaan, 

termasuk perlucutan senjata.
1

 Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan 

keamanan di dunia. Perdamaian dunia memang merupakan komitmen masyarakat 

internasional, dan bahwa hal tersebut merupakan tujuan PBB tertuang dalam 

Piagamnya. 

 Sehubungan dengan tujuan yang disebut diatas, PBB dalam Pasal 1 Ayat (1) 

piagamnya menjelaskan bahwa untuk menjaga perdamaian dan keamanan, perlu 

diambil langkah – langkah kolektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman pada 

perdamaian itu sendiri. Salah satu ancaman pada perdamaian adalah perang.
2
 

Pembukaan Piagam PBB mengatakan:
3
  

“We the people of the United Nations determined to save succeeding nations 

from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold 

sorrow to mankind…” 

Terjemahan Bebas oleh Penulis: 

―Kami anggota PBB bertekad menyelamatkan generasi selanjutnya dari 

perang, yang telah dua kali menyebabkan duka mendalam pada umat 

manusia…‖ 

Dari pasal tersebut terlihat bahwa PBB mempunyai tekad menyelamatkan 

generasi selanjutnya dari perang serta efeknya. Perang merupakan konflik antara dua 

sisi dengan keinginan yang berbeda,
4
 dan potensi terjadinya perang berhubungan 

langsung dengan, antara lain, jenis senjata yang dimiliki negara untuk melaksanakan 

perang tersebut.
5
 Dalam Pasal 11 Ayat (1) dan 47 Ayat (1) Piagam PBB, disebutkan 

                                                        
1
 Persatuan Bangsa-Bangsa, ‗About the UN‘.  <https://www.un.org/en/about-un/> diakses 6 September 

2019. 
2
 David Keen, ‗War and Peace: What‘s the Difference?‘ (2000) International Peaekeeping 7, hal. 1. 

3
 Piagam PBB, Pembukaan. 

4
 Op.cit. 

5
 Jayantha Dhanapala, ‗A Disarming Proposition: Meeting the Challenge of Sustainable Disarmament‘ 

(2001) 23 Harvard International Law Review, hal. 48. 



 

 

2 

bahwa perlucutan senjata merupakan salah satu upaya untuk menjalankan tujuan utama 

PBB yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional.  

Perlucutan senjata diatur dalam berbagai sumber hukum internasional (selain 

Piagam PBB), baik itu instrumen bilateral maupun multilateral. Beberapa perjanjian 

tersebut, contohnya Konvensi Senjata Biologis 1972 dan Konvensi Senjata Kimia 1993 

(mengenai senjata biologis dan kimia) telah melarang penggunaan senjata tertentu 

secara keseluruhan. Sementara senjata lainnya, selain yang tetap diizinkan demi 

menjaga keamanan dunia, ditempatkan dalam agenda internasional untuk 

penghancuran total.
6
 Salah satu senjata tersebut adalah senjata nuklir. 

Senjata nuklir merupakan senjata penghancuran massal (Weapon of Mass 

Destruction) yang ledakannya melepaskan tenaga panas serta radiasi berkepanjangan. 

Radiasi tersebut dapat merusak kesehatan, pertanian, dan sumber daya alam; serta 

menyebabkan penyakit genetik untuk generasi masa depan.
7
 Ledakan tersebut juga 

berpotensi menghancurkan seluruh peradaban serta ekosistem dunia.
8
  

Tenaga panas yang dikeluarkan senjata nuklir memang dikeluarkan juga oleh 

beberapa senjata lain. Namun, radiasi adalah sifat unik senjata nuklir, dan merupakan 

sebab dari kapasitas penghancuran tinggi yang dimilikinya. 

Dalam masyarakat internasional, senjata nuklir sebenarnya menuai pro dan kontra. 

Pada satu sisi, diketahui bahwa keberadaannya mengancam keamanan dunia. Sebab, 

keberadaannya tersebut selalu diikuti dengan kemungkinan penggunaan untuk aksi 

terorisme atau dalam konfrontasi antar negara.
9

 Dengan seluruh kapasitas 

penghancuran senjata nuklir yang disebutkan di atas, tentu dapat dimengerti mengapa 

penggunaan seperti demikian dapat membuat senjata nuklir dianggap sebagai ancaman 

pada keamanan internasional. 

Namun, pada sisi lain, senjata nuklir dianggap menuai efek positif karena 

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perang.
10

 Menurut Kenneth Walz, seorang 

ahli pemikiran neorealis, senjata nuklir, berbeda dengan senjata konvensional, 

memberikan negara kemampuan untuk, selain membela diri dalam hal terjadinya 

                                                        
6
 Ibid, hal. 49. 

7
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 226, para 35. 

8
 Ibid. 

9
 Graham Allison & Philip Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis Second 

Edition, Pearson (1999), hal. 361 – 362.  
10

 Saira Khan, Iran and Nuclear Weapons: Protracted Conflict and Proliferation (2009), hal. 28.  
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serangan, menyerang balik dengan akibat kehancuran yang fatal.
11

 Ancaman atas 

kehancuran tersebut dapat membuat negara lebih mementingkan keberlangsungan 

hidup dan dengan itu enggan berperang. 

Pandangan di atas melihat senjata nuklir sebagai pencegah (deterrent). Meski 

begitu, dewasa ini perlu diingat bahwa tidak semua negara mempunyai teknologi 

ataupun sistem pengendalian yang cukup untuk memelihara senjata nuklir. Oleh karena 

itu, berbagai masalah dapat timbul dari pemikiran Walz tadi. Memelihara dunia yang 

ramah senjata nuklir membutuhkan sistem internasional yang sangat kompleks.
12

 

Kurangnya sistem untuk memelihara hal tersebut dapat menyebabkan, antara lain, 

peluncuran nuklir tanpa sengaja.
13

  

Selanjutnya, ancaman yang datang dari keberadaan senjata nuklir tidak hanya 

meliputi penggunaan, melainkan juga proliferasi, dimana proliferasi dalam konteks ini 

adalah penyebaran energi serta senjata nuklir. Bahaya dari proliferasi adalah bahwa 

kepemilikan senjata atau energi nuklir oleh satu negara dapat mendorong negara lain 

untuk melakukan hal yang sama, mengingat bahaya yang mengancam jika tidak 

memiliki senjata yang setimpal. Hal tersebut dengan itu akan mendorong setiap negara 

untuk mendapatkan nuklir.  

Apabila semakin banyak negara memiliki senjata nuklir, akan semakin sulit 

bagi regulasi internasional untuk menjaga keamanan dunia melalui aturannya.
 
Hal ini 

disebabkan oleh kecenderungan negara untuk menyembunyikan program nuklir 

mereka; yang konsekuensinya adalah, komunitas internasional menjadi tidak dapat 

menilai akibat sebenarnya dari senjata tersebut.
14

 Dengan fakta tersebut, dapat 

dianggap telah lahir sebuah urgensi untuk melakukan perlucutan senjata nuklir demi 

menjaga keamanan dunia.  

PBB dengan itu mensponsori dibuatnya Komisi Perlucutan (Eighteen Nation 

Committee on Disarmament, selanjutnya disebut ―ENDC‖) yang mengusulkan 

Perjanjian Nonproliferasi. Disusun dan ditandatanganilah kemudian, pada tahun 1968, 

Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Nonproliferation Treaty, selanjutnya disebut 

                                                        
11

 Scott D. Sagan & Kenneth Waltz, ‗The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed‘ Second 

Edition, W.W Norton Company (2003), hal. 7.  
12

 Sue E. Eckert, ‗United Nations Nonproliferation Sanctions‘ (2017) 65 International Law Journal 69, 

hal. 72 – 83. 
13

 Usman Ahmed & Raghav Thapar, ‗Security Council Resolution 1887 and the Quest for Nuclear 

Disarmament‘ (2012) 33 Michigan Journal of International Law 587, hal. 594. 
14

 Sergio Duarte, ‗Nuclear Weapons and the Rule of Law,‘ (2010) 33 Fordham International Law 

Journal 573, hal 576.  
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―NPT‖). Perjanjian tersebut bertujuan mencegah „Non-Nuclear Weapon State‘ 

(selanjutnya disebut ―NNWS‖), yaitu negara yang tidak memiliki nuklir, mendapatkan 

nuklir; serta mengambil langkah menuju perlucutan dan penggunaan energi nuklir 

secara damai.
15

 Sehubung dengan itu, NPT juga mengatur mengenai negara-negara 

yang memiliki nuklir, yang disebut ‗Nuclear Weapon States‘  (selanjutnya disebut 

‗NWS‘). 

Namun, lahirnya perjanjian tersebut tidaklah tanpa persoalan. Pertama, perlu 

dimengerti bahwa NPT dibuat pada masa Perang Dingin, dan dengan itu tidak 

mencakup ancaman yang baru timbul dalam dunia modern.
16

 Kedua, belum jelas di 

dalamnya keberadaan kewajiban perlucutan senjata nuklir. Sebab, yang diatur dalam 

NPT adalah kewajiban untuk mencegah proliferasi nuklir, bukan perlucutan.
17

  

Perjanjian lain mengenai nuklir, seperti Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji 

Coba Nuklir (Complete Test Ban Treaty, selanjutnya disebut ―CTBT‖) sebenarnya 

dianggap sebagai langkah utama untuk menuju perlucutan senjata yang diimpikan oleh 

Pasal VI NPT.
18

 Namun, meskipun telah ditanda tangani 184 (seratus delapan puluh 

empat) negara, perjanjian tersebut belum di ratifikasi oleh 5 (lima) negara yang 

menjadi salah satu dari 44 (empat puluh empat) negara yang menjadi syarat berlakunya 

perjanjian tersebut.
19

  

Meskipun belum ada dasar hukum yang jelas, masyarakat internasional 

mempunyai semangat untuk melakukan perlucutan senjata nuklir. Hal tersebut antara 

lain terlihat dari resolusi - resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Kemanan 

(selanjutnya disebut ―DK‖) PBB. Contohnya, dalam Resolusi DK PBB 1963, Korea 

Utara didorong untuk melakukan perlucutan senjata nuklir.  

Langkah menuju perlucutan, seperti langkah yang perlu diambil pada 

ancaman keamanan internasional lainnya, sesuai Bab VII Piagam PBB merupakan 

wewenang DK PBB.  Pasal 39 mengatakan bahwa DK PBB akan terlebih dahulu 

menentukan keberadaan bahaya dan kemudian merekomendasi langkah yang perlu 

diambil sesuai Pasal 41 dan 42 Piagam PBB. 

                                                        
15

 Bambang S. Irawan, ‗Non Proliferasi Nuklir‘ (2004) 1412-2812 Kantor Menkopolkam 5, hal. 14. 
16

 Usman Ahmed & Raghav Thapar, op.cit 13, hal. 603. 
17

 Saeed Bagheri, ‗Expanding Nuclear Threats to Peace: Prospects for the Non – Proliferation Regime‘ 

(2018) International Journal on World Peace 35(3), hal. 10. 
18

 Alessandra Pietrobon, ‗Nuclear Powers‘ Disarmament Obligation under the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons and the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: Interactions 

Between Soft Law and Hard Law‘ (2014) 27 Leiden Journal of International Law, hal. 169, 
19

 Ibid, hal. 170. 
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Maka, dengan semua penjelasan di atas, jelas bahwa senjata nuklir merupakan 

senjata penghancuran massal yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Selain itu, 

masyarakat internasional memiliki semangat untuk melakukan perlucutan senjata, 

terutama senjata nuklir. Namun, ada kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai 

perlucutan senjata tersebut. Demikian karena semua alasan tadi Penulis tertarik untuk 

mengkaji, adakah urgensi dalam hukum internasional mengenai senjata nuklir? 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat penelitian yang berjudul: 

―URGENSI PENGATURAN PERLUCUTAN SENJATA NUKLIR DALAM 

HUKUM INTERNASIONAL‖ 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa konsekuensi hukum dari tidak adanya pengaturan mengenai perlucutan 

senjata nuklir? 

2. Apakah pengaturan perlucutan senjata nuklir mampu menjaga dan 

mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional?  

1.3 Tujuan Penulisan   

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi 

pengaturan perlucutan senjata nuklir sebagai senjata penghancuran massal dalam 

hukum internasional. 

1.4 Manfaat Penulisan   

 

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk kepentingan masyarakat internasional dalam menjaga dan 

mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional; dan 

2. Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum 

Internasional khususnya mengenai perlucutan senjata. 

 

 

1.5 Metode Penelitian   
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis 

normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji teori, konsep, asas, putusan, resolusi, 

serta perjanjian yang ada yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metode 

penulisan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara berpikir 

deduktif, yang artinya penelitian ini hanya dilakukan melalui kepustakaan yang sudah 

ada dan tertulis.
20

 Penelitian dengan cara ini dimaksudkan untuk menjawab masalah – 

masalah yang ada melalui berbagai literatur yang menyangkut Nonproliferasi Nuklir 

dan Perlucutan Senjata Nuklir.  

Data yang digunakan berupa sumber hukum yang terdiri dari: 

1. Data Primer 

a. Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Nonproliferation Treaty) 

Tahun 1968, Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir Tahun 

2011, serta perjanjian terkait senjata nuklir lainnya; 

b. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional 

c. Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Lotus tahun 1927 dan 

Kasus Oil Platforms tahun 2003; 

d. Putusan – putusan Mahkamah Internasional terkait senjata nuklir; dan 

e. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1441 tahun 2002 serta Resolusi 

terkait senjata nuklir lainnya. 

2. Data Sekunder 

Buku, jurnal, serta literatur dari para ahli hukum lainnya yang berkaitan 

dengan masalah diatas. Data sekunder disini juga termasuk wawancara Kementrian 

Luar Negeri Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. Data tersebut 

digunakan sebagai data sekunder sebab meskipun merupakan sumber yang diambil 

langsung, digunakan untuk mendukung data diatas.
21

 

1.6 Sistematika Penulisan   

 

Dalam penelitian ini, penulis berencana melakukan tinjauan yuridis mengenai 

ada atau tidaknya urgensi mengenai pengaturan perlucutan senjata nuklir dalam hukum 

internasional. Hal ini dilakukan dengan membahas, antara lain, semangat masyarakat 

internasional untuk mengatur mengenai perlucutan senjata nuklir, kekosongan hukum 

                                                        
20

 Soemitro, ‗Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri‘, Ghalia Indonesia (1990), hal. 12-13. 
21

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 

Kedua, PT Raja Grafindo Persada (2010). hal. 2. 
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mengenai pengaturan hal tersebut, serta cara menginterpretasikan Pasal VI NPT 

mengenai negosiasi perlucutan. Untuk itu, penelitian ini rencananya akan dibagi dalam 

lima bab sebagai berikut:  

● BAB I:  Pendahuluan 

Bab ini direncanakan akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi 

masalah, tujuan, manfaat, metode, serta sistematika penulisan. 

● BAB II:  Tinjauan Pustaka 

Bab ini direncanakan akan membahas konsep perlucutan senjata serta senjata 

nuklir sebagai obyek kajian penelitian ini.  

● BAB III:   Bahaya Senjata Nuklir dan Kekosongan Hukum 

Bab ini direncanakan akan membahas mengenai tidak adanya pengaturan 

yang jelas mengenai perlucutan senjata nuklir, dan masalah apa yang timbul dari hal 

ini. Perjanjian mengenai nuklir seperti Perjanjian Nonproliferasi Nuklir juga akan 

dibahas. 

● BAB IV:  Urgensi Pengaturan Mengenai Perlucutan Senjata Nuklir 

Bab ini direncanakan akan membahas mengenai urgensi adanya pengaturan mengenai 

perlucutan senjata nuklir. Hal ini disebabkan senjata nuklir memiliki bahaya yang 

besar bagi keamanan dunia dan didukung oleh semangat masyarakat internasional 

untuk melakukan hal tersebut.  

● BAB V:  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini direncanakan akan berisi kesimpulan dari penelitian, menjawab masalah yang 

ada dalam penelitian ini, serta memberikan saran. 
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